
wALI Ko皿s量BOLGA

PRov工NS量SuMATERA u皿RA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA

NOMOR 44 TAHUN 2025

TEN皿NG

pETUN｣uK TEKNls pE払KSANAAN BANTUAN LANGsuNG TUNA工yANG

BERSuMBER DARI DANA BAG重HAs重L cu孤工HAs重L TEMBA恥u

Ko皿s工BOLGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA S重BOLGA,

Mcnimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dala皿Pasal　5 ayat (5)

hunif a Peraturan Menteri Keuangan Normr　72 Tahun

2024 tentang Penggi嘉naan D紬a Bagi Hasil Cukai Hasil

Te皿bakau,　皿aka Peme五ntah Kota Sibolga　盆kan

melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Langsung

Tunai yang bersumber dari Dana Bagi HasⅡ Cukai Hash

Tembha-u peda Tab,un An製aran 2025;

b. bahwa berdas紬ka皿pertimb狐g紬sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali

Kota tentang Petu可uk Te血is Pelaksana紬　Bantuan

Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau Kota Sibolga Tahun 2025;

Mengingat　: 1. Und狐g-Und紬g No皿or 17 Tahun 2003 tent紬g Keuang紬

Neg虹a (Lcmb紬an Negara Republik量ndonesia Tahun 2003

No皿or 47, Tambah紬Lembaran Negara RepubⅢ⊆ Indonesia

陣o皿or臆4286) ;

2･ Undang-Und劃g Nomor　11　Tahun　2009　tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2009　Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Republik重ndonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah　(Lembaran Negara Pepublik

工ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta皿bahan Lembaran

Neg紬a Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah　坤　k盆追　te輸出iir de虹gan Unda龍g-Undang

Nomor　6　Tahu皿　2023　tentang Penetapan Peraturan

Pemehntah Pengganti Unda皿g-Undang Nomor　2　Tahun

2022　tentang Cipta Ke宣ja me可adi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　41,

T徹也ユ址姥細工Lembara血N`_egara B甲山ulik thnesia Nomor

6856〉;

4. Undc肌g-Undang....



4. Undang-Undang Nomor　27　Tahun　2024　tentang Kota

Sibo畦a Jdi Prch鵬i Sumatera Utara (挽mbaran Negara

Republik　重ndonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik宣ndonesia Nomor 6947);

5. Peraturan Peme轟ntah Nomor 12　Tahun　2019　tcnt孤g

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019　Nomor 42, Tambahan Lembar紬

Neg紬a Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peratur紬　打esiden Nomor　63　Tahun　2017　tentang

Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran

N採紺a載epublik Ind朗鵜sia Tahun 20 1 7 Ncrmor 1 56) ;

7. Peraturan Menteri Sosial No皿or　8　Tahun　2012　tent紬g

Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pcnyandang

Masalah Kes匂ahte｢an Sosial dan Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia

Nomor Tahun 2012 Nomor 567);

8. Peraturan Menteri D粗a皿Nege正77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Be轟ta

Neg紬a Republik血donesi租Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peratu重an Mente丘　Keuangan No皿or　72　Tahun　2024

tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (Be止血Negara Republik重ndonesia Tahun 2024

Nomor 762);

10. Peratura租　D盆敦ah Kota　鏡も心ga No皿or 1 Tah調n　2017

tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga

(Le皿b紺a皿Daer租h Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13,

Ta皿bahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12) ;

11. Peratur紬W血i Kota Sibolga Nomo｢ 8 Tahun 2017 tent紬g

Keduduka租, Su糾nan -Organi竜餌i serta Tugas dan Fungsi

Dinas Sosi瓢　Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga

Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan　‥　PERATURAN WALI Ko恥　TEN船NG PETUNJUK TEKNIS

pEIAKSANAAN BANTUAN　　払N G s u N G TU NA重　　ⅤANG

BERsuMBER DARI DANA BAGI HAs重し　cu孤重　HAs賞L

TEMBAKAU KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Pcraturan W瓢i Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota sibolga

2. Pemerintah Daerah adalah Peme正ntah Kota Sibolga.

3. W血i Kota adalah Wali Kota Sibolga.

4. Daれa.…



4. Dana Bagi Hasil Cukai cla皿　Hasil Te皿b盆kau y狐g

selanj-u.tnya disingka=t DBHCHT adal血bagian -dari transfer

ke Daerah y狐g dibagika皿kepada Provinsi Pe調ghasil Cukai

d狐/ atau Provinsi Penghasil Tembakau I

5. Bantuan　しangsung Tunai DBHCHT y紬g sela可utnya

disin出at B調-DBHCHT adal血kegiatan pembeh紬u劃g

tuna王dengan mekanisme trans艇r kepada pene正ma yang

bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

6. D血as Sos血Kota Sibolga yang sela垂utnya disebut Dinas

Sosial adalah Pe皿beri B調一DBHCHT yang melaks紬akan

kegiatan E血uan Langs脚g Tri y-ang ber=s=umber nana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau･

7. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adala血　seorang

perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda

dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat

皿emenuhi kebutuhan pokok seha正hari･

8. Bank Penyalur adalah Bank y盆ng ditu可uk dan

berkerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra

keq.a tempat dibukanya rekening atas nana Pemerintah

Daerah untuk menampung dana bela両a uang y狐g

血serahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

yang ak孤disalurkan kepada Pere皿pu紬Raw弧Sosial

Ekonomi, yang dalam hal ini adalah Bank Pembangunan

Daerah Sumatera Utara Cabang Kota Sibolga･

BAB工1

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal2

Tujuan penggunaan BLT-DBHCHT adalah untuk melaksanakan

Progran Pembinaan Lingkungan Sosial dalan mendukung

bidang kesejahteraan yang dilakukan melalui pemberian

bantu紬langsung　調nai kepada Perempuan Rawan Sosi瓢

Ekono皿i血KoぬS王bolga-

Pasal3

軸BLT-DBHCHT =a〔章alah Ⅲ虹u瞳

a.皿eningkatkan kes匂ahtera狐para Perempuan Rawan Sos血

Ekonomi; dan

b.皿ena皿bah pemenuhan kebutuhan pokok dan g捌p紬a

Perem耳uan Raw弧Sosial Ekonomi･



BAB重重賞

p置N丑RIMA BinD B軸CHT

Pasal4

(1) Penerim? BLT-DBHCHT adalah Perempuan Rawan Sosial
Ekono皿yang bukan sebagai penehma ban巾an la血ny租,

もffik yang berupa bantuan pangan Nor tunai program

kelu紬ga hara坤n, bantuan pang弧Non tunai･

(2) Kriteria Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebagai

penerima BIJT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ad孤ah:

a. perempu紬beⅢsia 18 (delap紬belas) t血un sampai

dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;

b. isth yang血tin鶴丸suami tanpa車ielasan;

c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan

d. berpen如asilan kur紬g at餌tidさk mencukupi untuk

kebutuhan hidup layak,

(3) Peneh皿a BⅢ-DBHCHT sebagai皿ana dimaksud pada ayat

( 1) ditetapk狐deng紬Keputusan Wali Kota,

Pasal5

(1) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi secara administratif

皿eⅢp息kan penduduk Kota Sibolga yang血bukt址an dengan

Kartu T盆nda Pe職d鴫duk也an K貧でtu Kelua宣ga.

(2) Perempuan Raw紬Sosial Ekonomi yang ak狐menerima

BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) w争jib

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.坤k K〇七a醐ga ya軒g也bukt址a親de屯g狐Ka虹u

Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)

b. masuk dalan daftar penerima BLT-DBHCHT; dan

c. memili虹rekening pada Bank Penyalur･

Pasal 6

(l) PeⅢbahan Pene正ma BLトDBHCHT dapat dilakuk紬

sepanjang terjadi perubahan data Penerima BLT-DBHCHT.

(2) PeⅢbah劃　data Pencr血a B調-DBHCHT scbagaim紬a

di皿aksud pada ayat (I) dilakukan karena:

a. pengurangan penerima BLT karena meninggal dunia;

atau
-b. pengurangan penerima ELT karena pindah domism dari

Kota Sibolga,



Pasal7

Mekanis皿e pembahan peneri皿a BH-DBHCHT sebagai

di皿aksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai

be正kut:

a. Kelurahan menyanpaikan usulan pembahan Penerima

BIJT-DBHCHT kepada Wall Ko息; dan

b. Usulan perubahan Penerima BLT-DBHCHT disertai surat

pengantar calon pener血a BしいDBHCHT pen籠anti yang

皿e皿uat mama,粗amat dan identitas lain種ya･

BAB暮V

BESARAN DAN ↓ANG恥wAKTu B工几DBHCHT

Pasal 8

(1) Bes紬an BLT yang dibe正kan sebesar Rp･ 500〃000,- (lima

ratus正bu mpia血) per orang;

(2) BLT diberikan dengan 1 (sa叫kali pe叫yaluran･

BABV

ME孤NlsME pENyALu払N BH'-DBHCHT

Pas粗9

(1) Pemerintah Daerah mengirimk紬surat pemintaan data

Perempuan Rawan Sosial Ekono皿i deng劃　khte血

sebagaimana d血aksud dalam Pas血　4　kepada pihak

Kelura血an.

(2) Data Perempu弧　Rawan Sosial Ekono皿i sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi dan divalidasi

un血k kemudia皿diajukan r紬cangan Keputusan W粗i Kota

ya聾g berisi da允紬　calon penerima BLT-DBHCHT dan

besa重an Bl:I-DBHCHT.

Pasal 10

(1) Da縄ar Peneh皿a B調-DBHCHT y弧g telah ditetapkan oleh

W血i Kota, diserahk紬kepada Bank Peny弧ur oleh D血as

Sosial.

(2) B紬k Pe叩●alur melaksanakan registrasi din/atau

pe皿bukaan rekening pene正ma BI凡DBHCHT yang

皿eHpu也pe皿bukaan rekening sec虹a kolekt遭･

(3) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana
di皿aksud pada ayat (2) hams diselesaikan paling lama 14

hah (empat belas) hari k血ender setelah data penerima

B調､-DBHCHT diterima oleh Bank Penyalur.



Pasal11

(1) Penca止an BLT-DBHCHT dilakukan 1 (satu) kali oleh Dinas

Sosial dengan皿enerbitkan Surat Perminta紬Pembayaran

Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung dengan

la皿piran ‥

a. Daftar nominatif penerima BLT-DBHCHT; dan

b. Berita Acara verifikasi dan validasi data penerima BLT-

DBHCHT.

(2) Pencairan BLT-DBHCHT sebagimana dimaksud pada ayat
十回d組aksa租盆k貧租坤da bu宣a租Agu魂us Tahun 2025･

Pasal 12

(1) Dinas Sosi粗menerbitkan Surat Pe正ntah Pe皿indahbuku劃

ka車la Bank Penya-1.ur u-ntu=k劇enyalurkan BLT-DBHCHT

dari rekening D血as Sosial kepada rekcning penerima BLT-

DBHCHT.

(2) Hoses penyalurm B鵬-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank

penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.

(3) Proses peny瓢u重an BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dcng狐

ketentuan peratura調perundang-undang劃yang berlaku･

Pasal13

(1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT-
DBHCHT secara tertulis kepada Dinas Sosial.

(2) Laporan realisasi penyalⅧan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dah:

a. jumlah dana y劃g disalurkan ke rekening penerima B軸､-

DBHCHT; din

b. ju皿lah penyalur紬yang bermas血ah dan/atau te正unda･

(3) Laporm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

paling la随1 (sa=t-u) bulan sctela-h penyaluran BLT-

DBHCHT dilaksanakan葛

(4) Bcrdas紺k細i laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)･

apabila tcrdapat penyaluran yang bemasalah din/atau

te血虻田a皿de D血as S虹sial dapal men舗in‡象hka皿kepaha

Bank Peny血ur untuk me皿bekuk紬sement紺a重ekening

penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana

BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 14

Ketentua虹mengenai teknis penyaluran Bすr-DBHCHT diatur

lebih lanjut dalam kerja sama antara Pemerintahan Daerah

dengan Bank Penyalur･

Pas弧15

(1) Dalam menu可孤g pelaksanaan penyaluran B喜月-DBHCHT

perlu dilakukan sosia止sasi dan k○○rdinasi mu血i dad

tahapan perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan

pen紬ga皿an pengaduan･

(2) Dinas "Sosi血mempunyai tug盆s:

a･皿enyusun perencanaan dan pendataan pene正ma BLT-

DBHCHT;

b. melakukan sosialisasi pelaksanaan penyaluran BLT-

DB嶋CHT; dan

c･ mengelola pengadu狐　d狐　melakukan penyelesai狐

tindak la垂ut pengaduan sehubungan deng紬

pelaksanaan pe叫yaluran BLT-DBHCHT･

BABⅥ

MONITORING DAN EVAしUASI

Pasal 16

(1) Dinas Sosi血　melakuk狐　monit〇五ng cla皿　ev血uasi

pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT･

(2) Monit〇五ng dan ev血uasi sebagaim紬a di皿aksud pada ayat

(1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan

pelaksa正賞a皿　penya九蘭an BmDBHCHT　宮esu証　書心敦哩an

keten血an peraturan peⅢndang葛undangan y紬g berlaku･

(3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu)
kali atau sesuai dengan kebutuhan.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan

b瓢址bagi perbaikan ke坤akan dan pelaksanaan pro訂a皿

BIJT-DBHCHT selanjutnya.

BAB V重工

P巴M B工AYAAN

Pasal 17

Pembiayaan BIJT-DBHCHT dibebankan pada Anggaran

Pendapa土an Belanj且　Daerah　{APBD) Ko血　Sibol貌　Ta血m

Anggaran 2025･



BAB V宣I重

KETENTUAN P臼NUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan ･

Ag紳　setiap orang mengetahuinya,　me皿e正ntahkan

pengundang紬Peraturan W瓢i Kota ini de皿gan penempatannya

d血am Be轟ta Daerah Kota Sibolga.

Ditetapk紬di Sibolga

pada tanggal 26 Juni 2025

wALI Ko皿slBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKR量NAZRY PENARIK

Diund狐gkan di Sibolga

Pada ta組gg粗26 J叫血2025

pit. sEKRE皿R重s DAERAH Ko恥s重BOLGA,

dto.

ROS重DAH LUB工S

BER工船DAERAH KOTA s量BOLGA皿HUN 2025 NOMOR 673

Sal血an sesuai dengan盆slinya

NIP. 19810705200804 1 001


